
 

 

 

BUPATI NGANJUK 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK 

NOMOR 08 TAHUN 2013 

 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI NGANJUK, 

 

Menimbang :  

 

a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan 

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta 

untuk menciptakan stabilitas sosial masyarakat 

Kabupaten Nganjuk yang aman, tertib, disiplin, 

harmonis dan dinamis bagi perilaku setiap anggota 

masyarakat, maka perlu diatur Penyelenggaraan 

Ketertiban Umum dalam suatu Peraturan Daerah; 

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 

04 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Ketentraman 

dan Ketertiban sudah tidak sesuai dengan kebutuhan 

dan perkembangan masyarakat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Penyelenggaraan Ketertiban Umum; 

Mengingat   :  

 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda 

Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3470); 

 



5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tamabahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, Tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

7. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3886); 

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3887) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4412); 

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4168); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 

13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 

Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4377); 

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4419); 

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan 



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4444); 

17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang 

Pengesahan International Covenant On Economic, Social 

And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang 

Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4557); 

18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang 

Pengesahan International Covenant On Civil And 

Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-

Hak Sipil Dan Politik) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558); 

19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4674); 

20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Perkeretaapian ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4772); 

21. Undang-Undang Nomor  26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

22. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 

23. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang 

Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4928); 

24. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4966); 

25. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

26. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84 , Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5015 ) 

27. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

28. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

29. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5063); 

30. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5188); 

31. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang 

Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3175); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang 

Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 3529); 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang 

Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4624); 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang 

Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1991 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3258); 



37. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276); 

38. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan    ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3258); 

39. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

40. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4655); 

41. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007  tentang 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4741); 

42. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4833); 

43. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

44. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 

45. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 

Peraturan Perundang-undangan; 

46. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; 

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1993 

tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di 

Wilayah; 

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan 

Pemerintah Daerah; 

49. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1076 / 

MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan 

Pengobatan Tradisional; 

 



50. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 

Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika 

dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009,Nomor 

19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor  3/P/2009 

tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan 

Bersama Menara Telekomunikasi; 

51. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-

DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, 

Penjualan, Pengawasan. Dan Pengendalian Minuman 

Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-

DAG/PER/12/2010; 

52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 

tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 

Daerah; 

53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan 

Polisi Pamong Praja; 

54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 

tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan 

Polisi Pamong Praja; 

55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

56. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk. 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK 

dan 

BUPATI NGANJUK 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.  

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Nganjuk 

4. Bupati adalah Bupati Nganjuk. 
5. Pejabat yang ditunjuk adalah para pegawai Pemerintah 

Kabupaten Nganjuk yang diserahi tugas dan tanggung 

jawab oleh Bupati untuk melaksanakan suatu tugas 

dan atau pekerjaan tertentu. 

6. Masyarakat adalah seluruh manusia Indonesia baik 

sebagai individu maupun sebagai kelompok di wilayah 

hukum Indonesia yang hidup dan berkembang dalam 

hubungan sosial dan mempunyai keinginan dan 

kepentingan yang berbeda-beda tempat tinggal dan 

situasi yang berbeda akan tetapi mempunyai tujuan 

hakekat nasional yang sama. 

7. Lingkungan adalah lingkungan hidup dan kehidupan 
masyarakat di Kabupaten Nganjuk yang meliputi 

lingkungan keluarga dan lingkungan umum. 

8. Ketentraman adalah suatu keadaan yang aman, damai 

dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan 

adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun 

psikis. 

9. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan lingkungan 

kehidupan yang serba teratur baik berdasarkan norma 

agama,norma,norma sosial, norma susila maupun 

norma hukum. 

10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang 

meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan 

pelengkap dan perlengkapan-nya yang diperuntukkan 

bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, 

di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah 

dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali  

jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 

11. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan 

yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau 

orang dengan dipungut bayaran.  
12. Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka 

sesuai dengan rencana kota yang peruntukan 

penataan dan pengawasannya dilakukan oleh 

pemerintah daerah. 

13. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian 

dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi 

tertentu, ditata dan serasi, lestari dengan 

menggunakan material taman, material buatan, dan 

unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal 

penyerapan air. 

14. Tempat Umum adalah tempat-tempat umum yang 

diperuntukan bagi kepentingan umum yang meliputi 

antara lain taman, lapangan, ruang terbuka untuk 

umum, trotoar, jalan umum dan lain sebagainya. 



15. Kebersihan adalah suatu keadaan lingkungan sekitar 
tempat umum dan sungai agar selalu bersih dan 

indah. 

16. Keindahan adalah suatu keadaan yang enak 

dipandang oleh manusia. 

17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media 

yang menurut bentuk dan ukuran serta corak 

ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan 

untuk memperkenalkan, menganjurkan atau 

menunjukkan suatu barang, jasa dan orang ataupun 

untuk menarik perhatian umum kecuali yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 

18. Bangunan Liar adalah bangunan yang didirikan tidak 
sah (tanpa memperoleh izin membangun atau yang 

didirikan diatas tanah bukan milik sendiri). 

19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 

yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan 

usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 

atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama 

dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, 

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha 

tetap.  

20. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan 

tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. 

21. Pedagang Kali Lima atau disingkat PKL adalah orang 

yang dalam usahanya mempergunakan sarana dan 

atau kelengkapan yang mudah dibongkar pasang atau 

dipindahkan dan atau menggunakan bagian tepi jalan 

umum dan tempat umum yang diperuntukkan 

maupun tidak diperuntukkan sebagai tempat usaha 

dan tempat lain yang bukan haknya. 

22. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak 
bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan 

pengemudinya.  

23. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, 

permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati 

dengan dipungut bayaran.  

24. Pedagang asongan adalah mereka yang menjalankan 

usahanya dan atau kegiatan yang tidak mempunyai 

tempat usaha yang tetap. 

25. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam 

keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan 

yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak 

mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap.  

26. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan 

penghasilan dengan cara meminta-minta dimuka 



umum dengan berbagai cara dan alasan untuk 

mengharapkan belas kasihan orang lain. 

27. Pengamen adalah orang-orang yang melakukan 

aktifitas menggunakan benda dan atau alat musik 

untuk mencari uang ditempat-tempat umum. 

28. Pekerja Seks Komersial yang selanjutnya disingkat 

PSK adalah setiap orang laki-laki atau perempuan 

yang karena jasanya menerima upah, baik berupa 

uang atau lainnya atau karena semacam bentuk 

kesenangan pribadi sebagai bagian atau seluruh 

pekerjaannya mengadakan hubungan kelamin yang 

normal atau tidak normal dengan berbagai orang yang 

sejenis dan atau yang berlawanan jenis. 

29. Perjudian adalah segala macam perbuatan atau 

permainan yang dilakukan dengan taruhan dan 

bersifat untung-untungan, tetapi faktor 

kemenangannya sangat dipengaruhi oleh keterampilan 

atau kepandaian pemain. 

30. Kriminalitas atau tindak kriminal adalah segala 

sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak 

kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorang 

kriminal.  

31. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya 

disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap 

seseorang terutama perempuan dan anak, yang 

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 

secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau 

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup 

rumah tangga. 

32. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, debu, 

pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, 

sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran 

segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan 

pencemaran dan berdampak buruk terhadap 

lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan 

hewan/nabati. 

33. Ternak potong adalah hewan untuk keperluan 

dipotong yaitu unggas, sapi, kerbau, domba, kuda dan 

hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi. 

34. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH 

adalah suatu bangunan atau kompleks dengan desain 

dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat 

memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.  

35. Pemasukan ternak adalah kegiatan memasukkan 

ternak dari luar Kabupaten Nganjuk untuk keperluan 

dipotong dan/atau diperdagangkan. 

36. Razia adalah kegiatan pemeriksaan terhadap tempat, 

orang dan/ atau badan yang diduga atau patut dapat 

diduga melakukan perbuatan melanggar Peraturan 



Daerah ini, yang bertujuan agar ketentraman dan 

ketertiban umum dapat dicapai.  

37. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang 

dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri maupun untuk masyarakat. 

38. Menara Telekomunikasi adalah bangunan diatas tanah 

yang merupakan satu kesatuan konstruksi yang 

struktur fisiknya ber bentuk tunggal tanpa simpul 

dengan fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan 

sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat 

telekomunikasi yang dipergunakan   untuk 

kepentingan yang umum.  

39. Pengobatan Tradisional adalah pengobatan atau 

perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang 

mengacu pada pengalaman, ketrampilan turun 

temurun, atau pendidikan/pelatihan dan diterapkan 

sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat. 

40. Minuman Beralkohol adalah minuman yang 

mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil 

pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara 

fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa 

destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan 

terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain 

atau tidak maupun yang diproses dengan cara 

mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan 

cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang 

berasal daeri fermentasi. 

 

BAB II 

TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN 

 

Pasal 2 

 

(1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah 

ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib 

menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau 

rambu penyeberangan/zebra cross yang telah 

disediakan. 

(3) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang 

kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat 

pemberhentian yang telah ditetapkan. 

(4) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, 

menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau 

barang pada tempat pemberhentian yang telah 

ditentukan. 

(5) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap 

ruas jalan yang telah ditetapkan. 

 

 



Pasal 3 

 

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang berwenang 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, setiap 

orang atau badan dilarang: 

a. menutup jalan; 

b. membuat atau memasang portal; 

c. membuat atau memasang tanggul jalan; 

d. membuat atau memasang pintu penutup jalan; 

e. membuat atau memasang speed jalan (polisi tidur); 

f. membuat, memasang, memindahkan atau membuat 

tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas; 

g. menutup terobosan atau putaran jalan; 

h. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, 

rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan 

sejenisnya; 

i. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak 

berfungsi pagar pengaman jalan; 

j. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan 

fungsinya; 

k. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat 

merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan 

membahayakan keselamatan lalu lintas; dan 

l. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi-

tepi jalan raya dan jalan-jalan di lingkungan 

permukiman. 

 

Pasal 4 

 

Setiap orang atau badan dilarang: 

a. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk 

dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka; 

b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang 

mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan 

menggunakan alat angkutan yang terbuka; dan 

c. melakukan galian, urugan dan menyelenggarakan 

angkutan tanah tanpa izin Bupati atau Pejabat yang 

ditunjuk. 

 

Pasal 5 

 

(1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak 

memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan 

lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau 

putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan 

jasa. 

(2) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak 

memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan 

uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan 

barang. 

 

 



Pasal 6 

 

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang 

membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan 

kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama 

ibadah berlangsung, dan lembaga pendidikan serta rumah 

sakit. 

 

Pasal 7 

 

(1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dan 

kendaraan pribadi dilarang: 

a. membuang sampah; 

b. membuang kotoran permen karet; 

c. meludah;dan 

d. merokok. 

(2) Setiap kendaraan umum dan kendaraan pribadi harus 

menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan. 

 

Pasal 8 

 

Setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir di 

jalan-jalan ataupun di tempat-tempat umum, kecuali 

mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

 

Pasal 9 

 

(1) Setiap kendaraan bermotor dapat berhenti di setiap 

jalan kecuali : 

a. Terdapat rambu larangan berhenti dan/atau marka 

jalan yang bergaris utuh; 

b. Pada tempat tertentu yang dapat membahayakan 

keamanan, keselamatan serta mengganggu 

ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan 

jalan; dan 

c. Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b dapat parkir apabila pada 

tempat tersebut ada petugas parkir.  

(2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan 

dan/atau mengatur perpakiran tanpa izin Bupati atau 

pejabat yang ditunjuk. 

 

BAB III 

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM 

 

Pasal 10 

 

Setiap orang atau badan dilarang: 

a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang 

bukan untuk umum (khusus); 



b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan 

apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, atau 

taman, beserta kelengkapannya; 

c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-

tempat umum; 

d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, 

taman dan tempat-tempat umum; 

e. memotong, menebang pohon atau tanaman yang 

tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman 

kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;dan 

f. berjongkok dan berdiri di atas bangku taman serta 

membuang sisa permen karet dan sampah pada bangku 

taman. 

 

BAB IV 

TERTIB SUNGAI, SALURAN DAN KOLAM 

 

Pasal 11 

 

Setiap orang atau badan dilarang: 

a. membangun tempat mandi, tempat cuci, kakus, 

hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas 

saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam 

kawasan situ, waduk dan danau;dan 

b. memasang/menempatkan kabel atau pipa dibawah atau 

melintasi saluran sungai serta di dalam kawasan situ, 

waduk dan danau, kecuali untuk kepentingan umum. 

 

Pasal 12 

 

(1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota 

badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda 

dan/atau memandikan hewan di kolam-kolam 

kelengkapan keindahan kota. 

(2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, 

kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat 

lainnya yang sejenis kecuali apabila hal ini 

dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas. 

(3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai untuk 

kepentingan usaha kecuali atas izin Bupati atau 

pejabat yang ditunjuk. 

 

Pasal 13 

 

Setiap orang atau badan dilarang mengambil, 

memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau 

saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap 

jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan 

dinas. 

 

 

 



BAB V 

TERTIB LINGKUNGAN 

 

Pasal 14 

 

(1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap, 

memelihara, memburu, memperdagangkan atau 

membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan 

dan dilindungi oleh undang-undang. 

(2) Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga 

hewan pemeliharaannya untuk tidak berkeliaran di 

lingkungan permukiman. 

(3) Setiap orang atau badan pemilik hewan peliharaan 

yang sejenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh 

undang-undang wajib mempunyai tanda 

daftar/sertifikasi. 

 

Pasal 15 

 

Setiap orang atau badan dilarang: 

a. Membuat, menjual dan menyimpan petasan dan 

sejenisnya;dan 

b. Membunyikan petasan dan sejenisnya kecuali atas izin 

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

 

Pasal 16 

 

Setiap orang atau badan dilarang membangun dan/atau 

bertempat tinggal di pinggir dan di bawah jalan layang, rel 

kereta api, jalur hijau, taman dan tempat umum. 

 

Pasal 17 

 

Setiap orang atau badan dilarang: 

a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel atau 

memasang iklan di dinding atau di tembok, jembatan 

lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang 

listrik, tiang rambu, tiang traffic, pohon di tepi jalan, 

dan sarana umum lainnya; 

b. membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, 

taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat 

merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;dan 

c. membuang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, 

taman, sungai dan di saluran air. 

 

Pasal 18 

 

Setiap orang atau badan dilarang: 

a. merusak jaringan pipa air minum; 

b. membalik arah meter air dengan cara merusak, 

melepas, dan/atau menghilangkan segel pabrik dan 

segel dinas; 



c. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau 

pipa dinas sebelum meter air; 

d. menjual air minum persil lapangan; 

e. mengubah ukuran dan/atau menambah bak 

penampungan air minum pada hydrant;dan 

f. mendistribusikan air minum dari hydrant dengan segala 

jenis pipa kepada pihak lain. 

 

Pasal 19 

 

(1) Setiap pengambilan air tanah untuk keperluan air 

minum komersial, industri, peternakan dan pertanian, 

irigasi, pertambangan dan untuk kepentingan lainnya 

yang bersifat komersial hanya dapat dilaksanakan 

setelah mendapat izin Bupati atau dari Pejabat yang 

ditunjuk. 

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 

izin pengeboran air tanah dan izin pemakaian air tanah. 

 

BAB VI 

TERTIB TEMPAT USAHA TERTENTU 

 

Bagian Kesatu 

Tempat Usaha 

 

Pasal 20 

 

(1) Setiap orang atau badan dilarang membuat usaha yang 

menimbulkan dampak bau atau limbah yang dapat 

mengganggu kesehatan lingkungan. 

(2) Setiap orang atau badan yang dalam melakukan 

kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap 

lingkungan wajib memiliki izin gangguan. 

(3)  Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

 

Pasal 21 

 

Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di 

bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan orang 

dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya, 

kecuali di luar ketentuan sebagaimana yang telah 

ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

 

 

Pasal 22 

 

(1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat 

berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 

harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, 

kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta 



keindahan di sekitar tempat berdagang yang 

bersangkutan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur 

penetapan tempat usaha tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32 diatur dengan Peraturan 

Bupati. 

 

Bagian Kedua 

Usaha Tertentu 

 

Pasal 23 

 

(1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-

benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha 

di jalan, dipinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan 

tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang telah 

diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang 

sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang 

dagangan, membagikan selebaran atau melakukan 

usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan  

di jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan 

tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang telah 

ditetapkan oleh Bupati. 

(3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan 

menerima selebaran sebagaimana dimaksud pada     

ayat (2). 

 

Pasal 24 

 

(1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pekerjaan 

atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan 

umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan 

dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin dari 

Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

(2) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan atau 

mempergunakan perantara sebagaimana   dimaksud 

pada ayat (1). 

 

Pasal 25 

 

(1) Setiap orang atau badan dilarang mengusahakan 

kendaraan bermotor atau tidak bermotor sebagai sarana 

angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola 

angkutan umum yang ditetapkan. 

(2) Kendaraan bermotor atau tidak bermotor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan sebagai sarana 

angkutan umum setelah mendapat izin dari Bupati atau 

pejabat yang ditunjuk. 

(3) Setiap orang dilarang menggunakan jasa kendaraan 

bermotor atau tidak bermotor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud 



pada ayat (2) telah mendapat izin dari Bupati atau 

pejabat yang ditunjuk. 

(4) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan jasa 

angkutan kendaraan umum wajib mengoperasikan 

kendaraan umum pada malam hari, yang 

pengaturannya ditetapkan oleh Bupati atau pejabat 

yang ditunjuk. 

 

Pasal 26 

 

Setiap usaha pemotongan hewan ternak wajib dilakukan  

di Rumah Pemotongan Hewan yang ditetapkan oleh Bupati. 

 

Pasal 27 

 

(1) Setiap orang atau badan yang melakukan tata niaga 

daging yang dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib 

mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Setiap orang atau badan dilarang menjual, 

mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau 

bagian-bagian lainnya yang: 

a. berupa daging gelap; 
b. berupa daging selundupan;dan  
c. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak 

layak dikonsumsi. 

(3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha 

restoran atau rumah makan yang makanannya 

dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib 

mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 28 

 

Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan 

daging dan pengolahan daging wajib memiliki izin dari 

Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

 

Pasal 29 

 

(1) Setiap usaha untuk memasukkan dan/atau 

mengeluarkan ternak ke dan dari daerah harus 

mendapat rekomendasi dari pejabat berwenang yang 

ditunjuk oleh Gubernur. 

(2) Setiap pemasukan ternak ke daerah harus disertai surat 

kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat 

instansi yang berwenang dari daerah asal ternak. 

 

Pasal 30 

 

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha 

pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja 



atau pengasuh tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang 

ditunjuk. 

 

Pasal 31 

 

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha 

pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan 

mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan 

pencemaran serta mengganggu ketertiban umum. 

 

BAB VII 

TERTIB BANGUNAN 

 

Pasal 32 

 

(1) Setiap orang atau badan dilarang: 
a. mendirikan bangunan atau benda lain yang 

menjulang, menanam atau membiarkan, tumbuh 

pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam  

kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) 

pada radius sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan; 

b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang 

milik sungai, ruang milik setu, ruang milik waduk, 

taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan 

dinas; dan 

c. mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api dan 

dibawah jembatan kereta api. 

(2) Setiap orang atau badan wajib menjaga serta 

memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang 

menjadi miliknya. 

(3) Setiap orang atau badan wajib menggunakan bangunan 

miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan. 

 

Pasal 33 

 

(1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara 

atau tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari 

Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

(2) Pemilik atau pengelola menara atau tower komunikasi 

wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari 

berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan 

dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan 

dan/atau fungsi menara atau tower komunikasi 

tersebut. 

 

Pasal 34 

 

Setiap orang atau badan pemilik bangunan atau rumah 

diwajibkan: 

a. memelihara  pagar pekarangan dan memotong pagar 

hidup yang berbatasan dengan jalan; 



b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan 

tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan 

dan/atau ketertiban;dan 

c. memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan 

atau trotoar. 

 

BAB VIII 

TERTIB SOSIAL 

 

Pasal 35 

 

(1) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan 

atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri 

dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan 

umum, lingkungan permukiman, rumah sakit, sekolah 

dan kantor. 

(2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk 

kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan 

izin oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

(3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. supermarket/mall; 

b. minimarket; 

c. pasar; 
d. traffic light /APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas); 

e. tempat ibadah; 

f. rumah makan; 

g. stasiun; 
h. terminal; 

i. kantor/instansi pemerintah; 

j. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU); 

k. penyelenggaraan pameran/bazaar amal; 

l. tempat hiburan/rekreasi;dan 

m. hotel. 
 

Pasal 36 

 

Setiap orang atau badan dilarang: 

a. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan 

pengelap mobil; 

b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, 

pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;dan 

c. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan 

sejumlah uang atau barang kepada pengemis, 

pengamen, dan pengelap mobil. 

 

Pasal 37 

 

(1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat 
asusila di jalan, jalur hijau, taman atau tempat-tempat 

umum lainnya. 

(2) Setiap orang dilarang: 



a. menjadi PSK; 

b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa 

orang lain untuk menjadi PSK;dan 

c. memakai jasa PSK. 

 

Pasal 38 

 

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau 

menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat 

untuk berbuat asusila. 

 

Pasal 39 

 

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan 

dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian. 

 

Pasal 40 

 

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan 

menyelenggarakan segala bentuk undian dengan 

memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali 

mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 41 

 

Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, 

menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin 

dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

BAB IX 

TERTIB KESEHATAN 

 

Pasal 42 

 

(1) Setiap orang atau badan dilarang: 
a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek 

pengobatan tradisional;dan 

b. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-

obatan illegal dan/atau obat palsu. 

(2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b dapat 

dizinkan apabila memenuhi syarat-syarat sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

 

 

 

 

 



BAB X 

TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN 

 

Pasal 43 

 

(1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan 

tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat 

yang ditunjuk. 

(2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang 

telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang 

menyimpang dari izin yang dimiliki. 

(3) Setiap orang atau badan dilarang meyelenggarakan 

pertunjukkan seni dan hiburan yang melanggar norma 

kesusilaan dan kesopanan. 

(4) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan 

permainan ketangkasan yang bersifat komersial di 

lingkungan permukiman. 

 

Pasal 44 

 

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib 

mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk 

sepanjang bukan merupakan tugas, wewenang dan 

tanggung jawab Pemerintah Pusat. 

 

Pasal 45 

 

(1) Jenis-jenis  kegiatan keramaian yang menggunakan 

tanda masuk ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan persyaratan 
tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal 46 

 

Penyelenggaraan kegiatan keramaian diluar gedung 

dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat 

mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari 

Bupati dan pejabat yang berwenang. 

 

 

BAB XI 

TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT 

 

Pasal 47 

 

(1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau 

memasang lambang, symbol, bendera, spanduk, umbul-

umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar 

pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan 

penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik, 



tiang traffic light, tiang rambu jalan, pohon di tepi jalan 

dan tempat umum lainnya. 

(2) Penempatan dan pemasangan lambang, symbol, 

bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-

atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau 

pejabat yang ditunjuk. 

(3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan 

memasang lambang, symbol, bendera, spanduk, umbul-

umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta 

membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya. 

 

Pasal 48 

 

Setiap orang atau badan dilarang memasang lambang, 

symbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-

atribut lainnya di areal sekitar Kantor Bupati. 

 

Pasal 49 

 

(1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana 

dan sarana umum pada waktu berlangsungnya 

penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau 

pengerahan massa. 

(2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-

benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu 

penyampaian pendapat , unjuk rasa, rapat-rapat umum 

dan pengerahan masa di jalan, jalur hijau, dan tempat 

umum lainnya. 

 

Pasal 50 

 

Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau 

bangunan/gedung wajib memasang bendera merah putih 

pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada 

waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

Pasal 51 

 

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di 

Kabupaten Nganjuk wajib memenuhi persyaratan 

administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 52 

 

(1) Setiap orang yang berkunjung atau bertemu lebih dari 1 x 

24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri 

kepada pengurus Rukun Tetangga setempat. 



(2) Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya 

kepada Lurah/Kepala Desa melalui pengurus Rukun 

Tetangga setempat secara periodik. 

(3) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melaporkan kepada 

Lurah/Kepala Desa melalui pengurus Rukun Tetangga 

setempat secara periodik. 

(4) Setiap pengelola rumah susun wajib melaporkan kepada 

Lurah/Kepala Desa melalui pengurus Rukun Tetangga 

setempat secara periodik. 

 

 

BAB XII 

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 53 

 

(1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum dilakukan Bupati, dilaksanakan oleh 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok 

dan fungsinya bertanggung  jawab dalam bidang 

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 

bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya. 

(2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum, dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung 

jawab dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum 

bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya. 

(3)  Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi 

Pamong Praja bersama penyidik Pegawai Negeri Sipil 

Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

 

Pasal 54 

 

(1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan 

menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum 

harus melaporkan kepada petugas yang berwenang. 

(2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan 

hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap 

laporan yang disampaikan oleh orang atau badan. 

 

 

 

 

 

 



BAB XIII 

PENYIDIKAN 

 

Pasal 55 

 

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan 

Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk 

melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Peraturan Daerah ini. 

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: 

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang 

tentang adanya tindak pidana; 

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat 

kejadian dan melakukan pemeriksaan; 

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa 

tanda pengenal diri tersangka; 

d. melakukan penyitaan benda dan/ atau surat; 

e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka; 

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 

g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat 

petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau 

peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan 

selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal 

tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau 

keluarganya;dan 

i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

(3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang 

melakukan penangkapan dan/atau penahanan. 

(4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang: 

a. pemeriksaan tersangka; 

b. pemasukkan rumah; 

c. penyitaan benda; 
d. pemeriksaan surat; 

e. pemeriksaan saksi;dan 

f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan 

berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan 

kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. 

(5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memberitahukan dimulainya penyidikan dan 

menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum 

melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia 

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana. 

 

 

 

 



BAB XIV 

SANKSI ADMINISTRASI 

 

Pasal 56 

 

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, 

Pasal 14, Pasal 15, Pasal 24, Pasal 28, pasal 32, Pasal 33, 

Pasal 35 dan Pasal 36 dikenakan sanksi administrasi 

melalui tindakan sebagai berikut: 

a. teguran; 
b. peringatan tertulis; 
c. penyegelan/penghentian kegiatan sementara; 

d. pencabutan izin; 
e. penyitaan; 
f. pembongkaran;dan 

g. pemusnahan. 

(2) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya 

bertanggungjawab dalam bidang penyelenggaraan 

ketertiban umum bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah 

terkait lainnya. 

(3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Bupati. 

 

 

BAB XV 

KETENTUAN PIDANA 

 

Pasal 57 

 

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, 

Pasal 9, pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, 

Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, pasal 19, Pasal 20, 

Pasal 21, pasal 22, pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, 

Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, 

Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, 

Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 dikenakan 

ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan 

atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh 

Juta Rupiah).  

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pelanggaran. 

(3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan suatu tindak pidana, maka dapat dikenakan 

sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan  

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 

tindak pidana kejahatan. 

 

 



BAB XVI 

PENUTUP 

 

Pasal 58 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka 

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2004 

tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 

(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2004 Nomor 

02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

      

Pasal 59 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.   

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2015 NOMOR 02 

Ditetapkan di Nganjuk 
pada tanggal  23 Desember 2013 
 

BUPATI NGANJUK, 
 

ttd 
 

TAUFIQURRAHMAN 
Diundangkan di Nganjuk 
pada tanggal 2 Maret 2015 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN NGANJUK 

 
ttd 
 

Drs. H.MASDUQI, M,Sc, MM 
Pembina Utama Madya 
NIP.19580810 198203 1 027 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
 

ttd. 
 
ELLY HERNATIAS, SH, MM 
Pembina Tingkat I 
Nip. 19661107 199403 1 005 
 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  

NOMOR  08  TAHUN 2013 

 

TENTANG 

 

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 

 

I.  UMUM 

Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya kebersihan, keindahan dan ketertiban 

umum perlu diambil langkah-langkah positif yang diharapkan dapat 

menunjang terciptanya Kabupaten Nganjuk yang bersih, indah dan 

aman. 

Untuk memelihara dan menjaga kebersihan, keindahan dan 

ketertiban umum bukan hanya tanggungjawab Pemerintah Daerah dan 

Aparat Penegak Hukum yang berwenang, namun juga menuntut peran 

serta semua masyarakat Kabupaten Nganjuk secara keseluruhan. 

Bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang bersih, 

indah dan tertib perlu adanya aturan yang jelas mengenai kewajiban 

Pemerintah Daerah dan Kewajiban masyarakat serta sanksi yang jelas 

terhadap pelanggaran ketertiban umum, hal ini dimaksudkan agar 

Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak Peraturan Daerah dapat 

bertindak secara tegas dan mempunyai landasan hukum yang pasti. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

 



Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Cukup jelas. 



Pasal 38 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

 

-----------000------------ 


